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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5015);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal
15 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan, perIu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 12Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah PotongHewan;

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTURANYANGMARA ESA

Mengingat

Menimbang

PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG
NOMOR12TAHUN2018 TENTANGRETRIBUSI

RUMAHPOTONGHEWAN

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR 3t TAHUN2020

TENTANG

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

,



PERATURAN BUPATITENTANGPETUNJUKPELAKSANAAN
PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR 12
TAHUN2018 TENTANGRETRIBUSIRUMAHPOTONGHEWAN.

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
214, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
5356);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam 'Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
PedomanPengelolaanKeuanganDaerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten TabalongTahun 2010 Nomor02);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2016 Nomor
OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor02);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun
2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah KabupatenTabalongTahun 2018 Nomor12);

12.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah KabupatenTabalongTahun 2016 Nomor57);
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Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara online sesuai peraturan yang
berlaku.

Pasa12

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN

DalamPeraturanBupati ini yangdimaksuddengan :
1. DaerahadalahKabupatenTabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

PemerintahanDaerah yang memimpinpelaksanaan urusan Pemerintahan
yangmenjadikewenanganDaerahOtonom.

3. Kepala DaerahyangselanjutnyadisebutBupatiadalah BupatiTabalong.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di

bidangpeternakandan kesehatanhewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahandi bidangpeternakandan kesehatan hewan.
6. Retribusi RPH yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah
potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dipotongyang dimilikidan atau dikelola oleh PemerintahDaerah untuk
kepentinganorangpribadiatau badan hukum.

7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau hadan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari pemerintahdaerah.

9. Surat Tagih Retribusi Daerah yang se1anjutnyadisingkat STRDadalah
surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bungadanZatau denda.

10. MasaRetribusiadalah suatu jangkawaktu tertentu yangmerupakan batas
waktu bagiwajibretribusiuntuk membayarretribusi.

11. Surat Setoran RetribusiDaerah selanjutnyadisingkat SSRDadalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang tertuang ke kas daerah atau tempat lain yang
ditetapkanolehbupati.

12. Pemeriksaanadalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan danj atau
mengumpulkandan mengolah data atau keterangan lain dalam rangka
pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan
peraturan perundang-undangyangberlaku.

13. KasDaerahadalah kas milikPemerintahDaerah.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM
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(1) Penghapusan piutang retribusi dapat diberikan setelah dilakukan
penelitian lapangan terhadap wajib retribusi untuk memastikan kebenaran
kondisi wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)..

Pasa16

(1) Piutang retribusi yang dihapuskan merupakan piutang retribusi yang
sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan jangka waktu 3 (tiga)
tahun atau masa kedaluwarsa yang meliputi pokok retribusi dan bunga
dan/atau denda.

(2) Syarat-syarat piutang retribusi yang dapat dihapuskan, yaitu :
a. Wajibretribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta.
b. Wajibretribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi
c. Wajibretribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat.
d. Hakuntuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
e. Sebab-sebab lain sesuai hasil pene1itian.

Pasal5

BABV
TATACARAPENGHAPUSANPIUTANG

RETRIBUSIKEDALUWARSA

(1) Sebagai awal penagihan dikeluarkan surat teguran/peringatarr/aurat lain
yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguranj peringatanj surat lain yang sejenis, wajib retribusi belum
melunasi retribusi yang terutang, penagihan dilakukan dengan
menggunakan STRD.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD,wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) STRDsebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
(5) Format STRDdan SSRD sebagaimana tercantum dalam Larnpiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal4

BABIV
TATACARAPENAGIHANDANPENERBITANSURAT

TEGURANjPERINGATANjSURATLAINYANGSEJENIS

(1) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi
Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Khusus retribusi atas unggas untuk setiap karcis dihitung per 100
(seratus) ekor.

Pasa13

BAB III
BENTUK,lSI, KUALITAS,UKURANBUKUDAN

TANDABUKTIPEMBAYARANRETRIBUSI
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ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2020 NOMOR 38

SEKRETARISDAERAH KABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ss ~X)~f:t" ~'L.o

~\.v ANANG SYAKHFIANI I( s,~

jBUPATI TAB~LONG,':f. .
~t:j_:d·

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa18

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan
usulan penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal lJ'1l dLf'ft!rt'>IJIi1....z.o~o

Pasal 7

persyaratan, maka Kepala Dinas menyampaikan usulan kepada Bupati
untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

(3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai
persyaratan penghapusan, maka Kepala Dinas harus melakukan
penagihan retribusi berdasarkan data yang dimiliki Dinas.
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PEMERINTAHKABUPATENTABALONG
Perda Kab.TabalongNO.12Tahun 2018

Retribusi Rumah Potong Hewan
KARelS

PENYEWAANKANDANGUNGGAS
Seri C

Rp 10.000,-/100 ekorj'hari
Tabun .

PEMERINTAHKABUPATENTABALONG
Perda Kab.TabalongNO.12Tahun 2018

Retribusi Rumah PotongHewan
KARCIS

PENYEWAANKANDANGHEWAN (KAMBING/DOMBA)
SeriB

Rp 2.500,-JekorJhari
Tahun .

PEMERINTAHKABUPATENTABAWNG
Perda Kab.TabalongNO.12Tahun 2018

Retribusi Rumah PotongHewan
KARCIS

PENYEWAANKANDANGHEWAN (SAPIJKERBAU)
SeriA

Rp 5.000,-Jekor/hari
Tahun .

1. PenyewaanKandang

BENTUK, lSI, KUALITAS,UKURANBUKU DANTANDA BUKTI
PEMBAYARANRETRIBUSI

LAMPIRAN 1
PERATURANBUPATI TABALONG
NOMOR ;$~TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANGRETRIBUSI RUMAH POTONGHEWAN
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PEMERINTAHKABUPATENTABALONG
PerdaKab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018

Retribusi Rumah Potong Hewan
KARelS

PEMERIKSAANKESEHATANHEWANSEBELUM
DIPOTONG(SAPI/KERBAU)

Seri G
Rp 5.000,.-

Tahun .

3. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong

PEMERINTAHKABUPATENTABALONG
Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018

Retribusi Rumah PotongHewan
KARelS

PEMAKAIANTEMPATPEMOTONGAN(UNGGAS)
Seri F

Rp 20.000,-1 100 ekor
Tahun .

PEMERINTAHKABUPATENTABALONG
Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018

Retribusi Rumah Potong Hewan
KARelS

PEMAKAIANTEMPATPEMOTONGAN(KAMBING/DOMBA)
Seri E

Rp 7.500,- / ekor
Tahun .

PEMERINTAHKABUPATENTABALONG
PerdaKab. Tabalong NO.12 Tahun 2018

Retribusi Rumah Potong Hewan
KARelS

PEMAKAIANTEMPATPEMOTONGAN(SAPI/KERBAU)
Seri D

Rp 25.000,- 1ekor
Tahun .

2. Pemakaian Tempat Pemotongan
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PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Perda Kab. TabalongNO. 12Tahun 2018

Retribusi Rumah PotongHewan
KARCIS

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAGING SESUDAH
DIPOTONG (KAMBING/DOMBA)

Seri K
Rp 2.500,-
Tahun .

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Perda Kab.Tabalong NO. 12Tahun 2018

Retribusi Rumab Potong Hewan
KARelS

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAGING SESUDAH
DlPOTONG (SAPljKERBAU)

Seri J
Rp 5.000,-

Tabun .

4. Pemeriksaan Kesehatan DagingSesudah Dipotong

PEMERINTAH KABUPATEN TABAWNG
Perda Kab.TabalongNO. 12Tabun 2018

Retribusi Rumab PotongHewan
KARCIS

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM
DIPOTONG (UNGGAS)

SeriI
Rp 5.000,- j 100 ekor

Tahun .

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Perda Kab.TabalongNO.12Tahun 2018

Retribusi Rumah PotongHewan
KARelS

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM
DIPOTONG (KAMBINGjDOMBA)

Seri H
Rp 2.500,-
Tabun .
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S;.V ANANG SYAKHFIANI '"

/BUPATI TABALONG,). .

~-t-~~J,, .

: Kertas HVS
: Empat Persegi Panjang
: Panjang 16,3 em Dan Lebar 7 em
: Tulisan Tinta Hitam

Keterangan
• Bahan
• Bentuk
• Ukuran
• Warna Tulisan

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAGING SESUDAH
DIPOTONG (UNGGAS)

Seri L
Rp 5.000,-/100 ekor

Tahun .....

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Perda Kab. Tabalong NO. 12 Tahun 2018

Retribusi Rumah Potong Hewan

KARelS
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( )
NIP .

TANJUNG,
KepalaDinas Pertanian,

PERHATIAN:
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah ( BANK

KALSEL CABANGTANJUNGRKUDNo.rek. 005.00.03.00017.7) dengan menggunakan
Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

2. Apabila STRDini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak
STRDini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%per bulan.

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.
2. Sanksi Administrasi

a. Bunga Rp.
b. Kenaikan
c. Denda

3~ Jumlah yang masih harus dibayar ( 1+2 ) Rp.

DenganHuruf

Jenis RetribusiNo RekeningRetribusi Retribusi Terhutang
(Rp)

I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban :

NamaWajibRetribusi
Alamat
NamaUsaha
Alamat Uasaha
NPWRD
NomorKetetapan
TanggalJatuh Tempo
Keterangan

Tabun :••••••••••••••••
SURAT TAGIHAN RETRlBUSI DAERAH

Bomor :
MasaPajak:

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DIRAS PERTAlUAN

Jalan Jaksa AgungSoeprapto No.89Telp. (0526) 2021312
Tanjung

LAMPIRAN II
PERATURANBUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANGRETRIBUSI RUMAH POTONGHEWAN

FORMATSTRDDAN SSRD
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o. 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0)(00000000000000.000000000.00000.0.000.0000000000.0

TANJUNG,
Yang Menerima,

NAMA
ALAMAT

NAMA USAHA
ALAMAT USAHA
NPWRD

TANDA TERIMA
No. STRD:
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~ ANANG SYAKHFIANI ~

Ruang untuk Teraan
Kas Register jTanda Tangan
Petugas Penerima

TANJUNG, .
Penyetor

Diterima Oleh :
Bendahara Penerimaan

Terbilang:

BankD Tunai D
Tahun: .

Dokumen Penetapan :
Masa Retribusi
Cara pembayaran

SK Keberatan

SK Pembetulan

SPTPDSKRD D
D
D

Lain-LainSTRDSKRD DDD
D

Nama
Alamat
NPWRD
Menyetor berdasarkan

Nomor
Tanggal

SSRD 1

(SURAT SETORAN I
RETRIBUSI DAERAH) ,:,1::

TAHUN .

'"---··-~-~--I
I
I

I
I

I
I
I

I

!
I

I
I
!

Bank PenerimaSetoran : BANKKALSELCABANGTANJUNGRKUD, No. Rek: 005.00.03.00017.7 \
Keterangan I
r-D_e_n~glan,..--nn_·_c_i_an_____.p.._le_n_e_nm_·_a_an_s_e_to_r_an__ se_b_a.....!oLg..e.....al..,....·_b_e_riku_·_t_: --r- ----, I
No. Kode Rekening Jenis retribusi Nilai ( Rp) 1 !~--~----------------~--------r-----------+-----~~----4i
1. I

I
1

~-~----------------------------~---------------+-----------.-~
Jumlah I

~-----------------------------------------~------------.----~

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DIMASPERTAlIIAB

Jalan Jaksa Agung Soeprapto No.89 Telp.
(0526) 2021312 Tanjung
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